
PERATURAN GUBERNUR KAUMANTAN TENGAM 

NOMOR 7 TAHUN 2009 

TENTANG 

UPAH MINIMUM t{ABUPATEN (Ui\i1K) 
DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KASUPATEN (UMSK) TA!-H.H¾/1 

DI KABUPATi:N 1\ilURUNG RAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGANRAHMATTUHAN 

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dad 
upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan 
Tengah sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran 
serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi rnelaiui rnekanisme 
penetapan upah minimum; 

b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untui, 
mewujuclkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan 
kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minlmum i<ab1~paten 
(UMK) dan Upah fviinimum Sektoral Kabupaten (UhiiSK) 
mengacu kepada l<ebutuhan Hidup Layak (KHL); 

c. bahwa berdasarkan partimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b, periu menetapkan Upah Minimum Kabupaten 
Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2009 
Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Guberm.:r 
Kalimantan Tengah. 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan 
Undang•-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran i,lsc;::.J2 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daor2:;~ 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemba.an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nornor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Lrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor f..737); 

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Devvan 
Pengupahan; 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang 
Upah Minimum; 

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transrnigrasi Nomor Kep-
226iMen /2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasa! 3, Pasa! 4, Pasal 8, 
Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga 
tfomor Per-01/Men/1999 tentang Upah rv1inimum; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nornor 6 TO)hun 2003 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Oaerah Provinsi 
Tenga!1; 

10. Peraturan Gubernur Kaiimantan Tengah Nornor 79 Tahun 
tentang Upah fvtinimum Provinsi (UMP) dan Upah IVlinimurn 
Provinsi (UMSP) Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Tengah. 

Menetapkan: PERATURAN GU BERN UR TENT ANG UPAH MINIMUM KABUPJl~TEN 
(U~U() DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (Uif1SK} 
TAHUi"A 2009 DI KABUPATEN MURUNG RAYA. 

Pasal 1 

Menetapkan UMK dan UMSK Tahun 2009, di Kabupaten Murung Raya, 
dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampi ran Peraturan ini. 

Pasal 2 

Perusahaan yang te1ah memberi upah lebih tinggi dari UMK dan UMSK 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau 
menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam 
Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 
tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum. 

Pasal 3 

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun 
keatas, besarnya upah diperhitungkan lebih tinggi dari UMK atau UMSK 
dengan memperhatikan masa kerja sebagaimana tercantum dalam 
romawi Ill Lampiran Peraturan ini. 
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Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
Peraturan ini dengan penetapannya 
Kalimantan Tengah. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal19 Viaret 2009 

SEKRET ARIS DAERAH 
PROVINS! KALIMANT AN TENGAH, 

THAMPUNAH SINSENG 

BERr~A DAERAH PP.OVINSi KAUMANTAN TENGAH 
TAHUN 2009 NOMOR 7 

memerintahkan 
dalam Serita 

pengundangan 
;Jaerah Provinsi 



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 7 TAHUN 2009 
TANGGAL 19 r:AIIB";' 2009 

UPAM MINIMUM KABU 
DAtJ UPAH MINlfilUr"l SEKTORAL KABU 

DI Kl\BUPATEN 

L UPAH r,1l1NlrJUM KABUPATEN (Ui'iiH(} 

NO. KABUPATEN 

1. MURUNG HAYA 

IL UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMStq 

NO. 

1. 

2. 

J. 

4. 

5. 

6. 

NO. 

NAMA SEKTORAL 

Sektor Pertaninn, ?eternakan, 
Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 

(12) Hutan Tanaman lndustri (HTI) 

(15200) Penebangan Hutan 

Sektor lndustri Pengo!ahan 

Sektor Banguna11 

Sektor Pertambanrian dan Penggalian 

Sektor Jasa 

Sektor Listrik, n r 

KERJA 

i. 1 tahun atau !ebih tetapi kurang dari 3 tahun 
2. 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 
3. 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 
4, 9 tahun atau IE:bih tetapi kurang dari 12 tahun 
5. 12 tahun keatas 

-----··---------~ 

LAMA I 

376. 

'.308 

------1 

! f}a~JtJ~::1J1 i J I 
~~-~7 

•,-,·.,·1 
• •-•c•- j 

r··,. _-, 
• • .,- \~-1 >,). ··-

5 % dari UlvH(iUMSK 
9 % dari UMK/UMSi< 

12 % dari UMK/UMSK 
14 % dari UMK/UMSK 
15 % dari UMK/UMSK 

LIMANTAN TENG H, 

II~ 

i 
i 

AGUSTIN T RAS~ANG\ 
\ 

\ 


